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Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam 
penyampaian SPT PPN Masa di KPP Makassar Utara. Penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang membandingkan tingkat 
kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesuadah penerapan e-SPT. Metode 
penelitian descriptive comparative. Penelitian berupa studi kasus pada KPP 
Makassar Utara. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu laporan 
jumlah Wajib Pajak terdaftar dan laporan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam 
hal ketepatan Waktu di KPP Makassar Utara. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa penerapan e-SPT meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar sejak tahun 
2009. Pada tahun 2010, jumlah Wajib Pajak terdaftar mencapai 26. 257. 
Sedangkan untuk tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak, penerapan e-SPT ini tidak 
membawa banyak dampak. Hal ini terlihat dalam laporan tingkat ketidakpatuhan 
Wajib Pajak terdaftar dari tahun 2010 hingga awal semester 2012. Persentase 
tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak berfluktuasi. 
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This research aims to determine tax payer obedience rate of SPT PPN Masa 
deliver in KPP North Makassar. This research use descriptive qualitative 
research that compare tax payer obedience rate before and after e-SPT was 
applied. The research method is descriptive comparative. Research is case study 
on KPP North Makassar. The data that used by researcher is secunder data, 
which is report of registered tax payer amounts and report of tax payer obedience 
rate on right in time of SPT PPN deliver. Results of the research showed that 
application of e-SPT increase the amounts of registered tax payer since 2009. On 
2010, the amounts of the registered tax payer is 26.257. meanwhile for the rate of 
tax payer non compliant, application e-SPT wasn’t give a lot of impact. It’s 
showed on the report of non compliant rate since 2010 until first semester of 
2012. The presentation was fluctuated 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Wajib pajak (WP) badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi seringkali  
cenderung untuk selalu membayar pajak seminimal mungkin. Hal tersebut wajar 
karena WP selalu menganggap bahwa membayar pajak merupakan suatu 
beban. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 
bernegara khususnya dalam melanjutkan pembangunan karena pajak 
merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai sebagian besar 
pengeluaran Negara. 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah di 
bawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan 
penerimaan pajak (negara) dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian 
target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Pada 
tabel 1.1 terlihat bahwa secara nominal kuantitatif terjadi peningkatan 
penerimaan pajak setiap tahun. Pertumbuhan penerimaan pajak tersebut 
cenderung naik dari tahun 2004 hingga tahun 2008 di tengah tantangan 
perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat. 
Pertumbuhan penerimaan pajak yang cenderung naik menunjukkan bahwa 
kontribusi pajak dalam penerimaan Negara diharapkan untuk makin besar tiap 
tahunnya.  
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Tabel 1.1 
Realisasi Penerimaan Pajak (PPh dan PPN) dalam APBN tahun 2000-
2008(miliar rupiah) 
 
Tahun Realisasi Penerimaan Pajak 
(Miliar) 
Pertumbuhan per 
tahun (%) 
2000 115.91 11,9 % 
2001 185.50 18,5 % 
2002 201.10 20,1% 
2003 242.00 24 % 
2004 280.60 28.6 % 
2005 347.00 34 % 
2006 409.20 40 % 
2007 491.00 49 % 
2008 558.70 55,7 % 
        Diolah dari data :Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan  
 
Rahayu (2009:120) menjelaskan bahwa “Penerimaan dalam negeri melalui 
sektor pajak merupakan penerimaan paling populer bagi Negara, karena sebagai 
sumber penerimaan yang pertama dan sebagai pendapatan terbesar. Hal ini 
terjadi akibat pengaruh pergeseran penerimaan dari sektor non pajak ke sektor 
penerimaan pajak”. 
 
Tanggung jawab dibidang perpajakan sebagai pencerminan kewajiban 
kenegaraan berada pada setiap Warga Negara sebagai Wajib Pajak. Sistem 
pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah  sistem self assessment. 
Artinya setiap Wajib Pajak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kewajiban 
pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak yang terutang 
kepada pemerintah, yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang 
berlaku. 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan 
pembayaran pajak maka Wajib Pajak harus memberitahukan terlebih dahulu 
jumlah pajak yang terutang kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) 
melalui Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. SPT ini berisi informasi perpajakan 
yang benar dan akurat mengenai besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan 
oleh Wajib Pajak kepada pemerintah. 
 
 
Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban para Wajib Pajak 
sebagaimana amanat Undang-undang Perpajakan Indonesia. Undang-undang 
No. 28 Tahun 2007 dalam pasal (3) menyebutkan: 
“Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, 
dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka 
Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya 
ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau 
dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”. 
 
Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyampaian pajak (SPT) 
merupakan suatu kewajiban pajak yang harus dilaksanakan dengan benar oleh 
setiap Wajib Pajak. 
Pada awalnya Surat Pemberitahuan pajak (SPT) disampaikan oleh Wajib 
Pajak kepada Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara 
manual. Artinya SPT tersebut disampaikan dalam bentuk hardcopy (berbentuk 
kertas) yang sudah disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Namun seiring 
dengan perkembangan ilmu dan teknologi terutama dalam hal komputerisasi dan 
dunia internet maka Direktorat Jenderal Pajak mengadopsi sebuah inovasi 
teknologi baru yaitu teknologi internet yang dijadikan sebagai salah satu alat 
pelayanan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. 
Salah satu bentuk pelayanan pajak berbasis internet adalah penerapan 
sistem electronic, yaitu pelayanan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa 
(SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang berbentuk 
formulir elektronik dalam media komputer. SPT ini tidak berbentuk kertas, 
melainkan berbentuk formulir elektronik yang ditransfer atau disampaikan ke 
Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dengan proses yang terintegrasi 
dan real time. Pengguna electronic ini dilakukan bertujuan agar wajib pajak 
memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan 
kewajiban pajak dapat lebih mudah dilaksanakan dan bertujuan untuk 
 
 
menciptakan adminstrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat 
dicapai (Novarina, 2005 : 53). 
Menurut Rahayu (2010:138),  kepatuhan adalah suatu keadaan di mana 
wajib pajak memenuhi semua kewajiban pajaknya. Kepatuhan pajak akan 
menghasilkan banyak keuntungan baik bagi fiskus maupun bagi wajib pajak itu 
sendiri. 
“Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak paling utama diketahui dari apakah wajib 
pajak telah menyampaikan SPTnya atau belum, baik SPT Tahunan maupun SPT 
Masa. Hal ini menjadi ukuran paling penting karena dengan penyampaian SPT 
oleh wajib pajak berarti wajib pajak telah melaksanakan pembayaran pajak 
sesuai dengan Undang-Undang’’ (Devano, 2006:81). 
 
Pada dasarnya penyampaian SPT secara electronic  ini merupakan 
upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib 
Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Karena Wajib 
Pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk 
memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal penyampaian SPT bagi aparat 
Pajak, teknologi electronic ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan 
database karena penyimpanan dokumen-dokumen Wajib Pajak telah dilakukan 
dalam bentuk digital. Pemerintah berharap dengan adanya teknologi electronic 
mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak  (Rahayu, 2009 : 123).  
Meskipun pada kenyataannya proses untuk melakukan efisiensi 
kewajiban pajak melalui sistem electronic ini tidak semudah yang dibayangkan. 
Adanya kesulitan yang dialami oleh Wajib Pajak untuk entry data dokumen 
perpajakannya misalnya, disebabkan  karena belum memahami sepenuhnya 
mengenai mekanisme penyampaian Surat Pemberitahuan pajak (SPT) secara 
electronic tersebut. Untuk mengetahui gambaran lebih jelas mengenai  
permasalahan tersebut maka Peneliti bermaksud untuk membuat sebuah 
penelitian dengan judul: “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas 
 
 
Penyampaian  SPT Masa PPN Dengan Penerapan Electronic (e-SPT) Di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Mengingat banyaknya permasalahan yang ditemukan berkaitan dengan 
sistem electronic di lokasi penelitian maka peneliti melakukan perumusan 
masalah untuk membatasi ruang lingkup penelitian tersebut. Rumusan masalah 
yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: 
1. Apakah Penerapan electronic SPT mempermudah wajib pajak badan 
dalam melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan? 
2. Bagaimana kemudahan penyampaian Surat Pemberitahuan secara 
electronic SPT  mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak ? 
 
1.3 Batasan Masalah 
Dalam penulisan ini peneliti akan membatasi masalah yaitu pada wajib 
pajak badan yang menerapkan electronic SPT dalam penyampaian SPT masa 
PPN. Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh dan wajib pajak orang pribadi tidak 
akan dibahas dalam penelitian ini. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.4.1 Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Untuk mengetahui penerapan electronic SPT dalam penyampaian 
Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. 
b. Untuk mengetahui peningkatan jumlah wajib pajak setelah penerapan 
electronic SPT.  
 
 
 
1.4.2 Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoretis 
Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi ilmu 
pengetahuan khususnya dibidang Perpajakan Indonesia. 
b. Manfaat Praktis 
1) Sebagai bahan masukan bagi Peneliti untuk menambah wawasan 
mengenai proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) pajak 
yang berlaku di Indonesia. 
2) Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi instansi yang diteliti 
yakni Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara mengenai 
proses penyampaian electronic SPT pajak. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Dalam pembahasan proposal ini peneliti menggunakan sistem penulisan 
sebagai berikut : 
Bab I    Pendahuluan 
Dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 
penulisan. 
Bab II   Tinjauan Pustaka 
Bab ini berisi  tinjauan teori yang dibutuhkan dalam menunjang 
penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas 
permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini dan 
tinjauan atas penelitian terdahulu. 
 
 
 
Bab III    Metode Penelitian 
Dalam bab ini diuraikan mengenai langkah-langkah apa saja yang 
akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu meliputi lokasi dan 
waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, 
Instrument dan metode pengumpulan data serta metode analisis 
data terhadap objek penelitian. 
Bab IV  Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang dilakukan 
peneliti mengenai electronic SPT dan SPT Manual 
Bab V    Penutup 
Bab ini berisi tentang kesimpulan akhir dari hasil penelitian dan 
saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi 
pihak-pihak yang terkait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
2.1  Konsep Pajak 
2.1.1 Pengertian Pajak 
Undang-Undang No.28 tahun 2007 pasal  1 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah “Kontribusi wajib 
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar– besarnya 
kemakmuran rakyat”. 
Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-
menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak 
memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.  
Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau 
Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang 
berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai 
pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.  
 Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Dalam hidupnya 
manusia saling membutukan dan selalu berhubungan. Organisasi seperti itu 
membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung kelangsungan hidup 
rakyat beserta Negara itu sendiri, yang dapat diperoleh melalui peran serta 
masyarakat secara bersama-sama dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah 
 
 
 
dengan pajak. Menurut  Santoso (1991: 2), pajak adalah iuran kepada Negara 
yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, 
dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan 
yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.   
“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk 
membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang 
merupakan sumber utama untuk membiayai public investment 
(Soemitro,2002:2)’’.  
Berdasarkan beberapa definisi pajak yang telah dikemukakan di atas 
maka peneliti menyimpulkan pengertian pajak ialah iuran Wajib dari rakyat pada 
kas Negara sebagai suatu instrument yang legal yang digunakan oleh 
pemerintah yang diatur dalam Undang-undang. Oleh karena itu dengan menjadi 
Wajib Pajak yang patuh akan sangat mempengaruhi perekonomian Negara ini. 
 
 
2.1.2  Pengelompokan Pajak 
Dalam hukum pajak terdapat pembagian jenis–jenis pajak yang dibagi 
dalam berbagai kelompok pajak. Cara pengelompokan pajak didasarkan atas 
sifat–sifat tertentu terdapat dalam masing–masing pajak atau didasarkan pada 
ciri-ciri tertentu pada setiap pajak. Sifat dan ciri-ciri tertentu yang bersamaan dari 
setiap pajak dimasukkan dalam suatu kelompok sehingga terjadilah 
pengelompokan atau pembagian (Mardiasmo, 2011:5). 
  1. Menurut golongannya 
a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib 
Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 
lain. Contoh : Pajak Penghasilan. 
b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak 
Pertambahan Nilai. 
 
 
 
 
2 Menurut sifatnya 
a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan 
pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib 
pajak. Contoh: Pajak Penghasilan. 
b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak 
Pertambahan nilai dan pajak Penjualan atas Barang Mewah.  
3 Menurut lembaga pemungutannya 
a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: 
Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: 
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak 
Reklame”. 
 
 
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak 
a. Official Assesment System 
Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan yang 
memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan 
besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 
b. Self Assesment system 
Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri 
besarnya pajak yang terutang. 
c. With Holding System 
With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan 
wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak 
yang terutang oleh wajib pajak. 
 
 
 
 
 
2.1.4 Subjek dan Objek Pajak 
Subjek Pajak menurut Waluyo (2007:57) ialah sebagai berikut. 
a. Orang pribadi 
Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau 
berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. 
b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 
Menggantikan yang berhak warisan yang belum terbagi dimaksud 
merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang 
berhak yaitu sebagai ahli waris. 
c. Badan 
Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan 
usaha yang meliputi PT, CV, perseroan lainnya. 
d. Bentuk Usaha Tetap 
Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan Orang 
Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada diluar 
Indonesia tidak lebih 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau 
Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat dari kedudukan di 
Indonesia ntuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di 
Indonesia.  
 
Menurut Waluyo (2008: 65) mengartikan objek pajak sebagai berikut. 
1. Penghasilan 
2. Laba usaha 
3. Hadiah dari Undian atau pekerjaan 
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta dan 
5. Deviden’’. 
 
 
2.1.5 Wajib Pajak Badan 
Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha. Yang termasuk sebagai badan adalah perseroan terbatas, perseroan 
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha 
milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun (Diana dan Lilis, 2009: 
311). 
Pasal 1 ayat (2) Undang-undang N0.74 Tahun 2011 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa : “wajib pajak adalah orang 
pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut 
 
 
pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang perpajakan”. Wajib Pajak merupakan Subjek 
Pajak yang memenuhi syarat objektif yang berkaitan dengan sasaran pengenaan 
pajak, misalnya seseorang yang tinggal di Indonesia yang memperoleh 
penghasilan dan penghasilan tersebut memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. 
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, Wajib Pajak adalah 
orang atau badan yang tidak hanya telah memenuhi syarat-syarat subjektif tapi 
secara sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif. Orang atau Badan (Subjek 
Pajak) yang hanya memenuhi syarat subjektif saja belum dapat dikatakan 
sebagai wajib Pajak sebab untuk menjadi Wajib Pajak, Subjek Pajak juga harus 
memenuhi syarat objektif, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena 
pajak. 
 Wajib pajak dapat juga  dibedakan antara Wajib Pajak dalam negeri dan 
Wajib Pajak luar negeri, menurut Soemitro (2002:76).   
“Wajib Pajak dalam negeri adalah subjek pajak dalam negeri yang 
memenuhi syarat objektif, artinya memenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan oleh Undang-undang Wajib Pajak yang bertempat tinggal atau 
menetap di Indonesia. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak oleh 
Kantor Pelayanan Pajak di tempat Wajib Pajak tersebut berkedudukan’’. 
 
“Sedangkan Wajib Pajak luar negeri adalah subjek pajak luar negeri 
yang memperoleh penghasilan yang berasal dari wilayah Republik 
Indonesia atau yang mempunyai kekayaan yang terletak di Wilayah 
Indonesia (untuk pajak Kekayaan). Wajib Pajak hanya dikenakan pajak 
dari penghasilan yang diterima atau berasal dari sumber-sumber yang 
ada di wilayah Republik Indonesia’’. 
 
 
 
2.2 Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Manual 
2.2.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) 
Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut undang-undang No.16 
tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan 
 
 
Nomor 152/PMK.03/2009 adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 
melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau 
bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Menurut Pudyatmoko (2009: 50) salah satu perwujudan pelaksanaan 
sistem self assessment dibidang perpajakan adalah pelaporan Surat 
Pemberitahuan pajak (SPT) terutang kepada pemerintah yang secara langsung 
disampaikan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. SPT ini harus disampaikan 
oleh Wajib Pajak dengan benar kepada Ditjen Pajak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Artinya jumlah pajak terutang 
yang tercantum dalam SPT tersebut harus sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya tanpa adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang 
berkepentingan. 
Pasal 1, angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Batas penyampaian SPT  menyebutkan bahwa. 
 
“Surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak 
untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak 
dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta kewajiban sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat 
pemberitahuan yang digunakan oleh Wajib Pajak ini terdiri atas. 
a. Surat pemberitahuan masa 
Surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu 
masa pajak. 
b. Surat Pemberitahuan Tahunan 
Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk 
suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak”. 
 
 
2.2.2 Fungsi Surat Pemberitahuan 
Surat pemberitahuan (SPT) pajak memiliki fungsi yang berbeda bagi 
setiap pihak yang berkepentingan. Baik untuk wajib pajak, Pengusaha Kena 
Pajak maupun bagi pemotong atau pemungut pajak.   
 
 
Menurut  Diana (2009:121), “fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak 
penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan”. Selain itu surat 
pemberitahuan juga berfungsi untuk mempertanggungjawabkan penghitungan 
jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang : 
1. “pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri 
dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu 
tahun pajak atau bagian Tahun Pajak, 2. 
2. penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek 
pajak,  
3. harta dan kewajiban, dan/atau,  
4. pembayaran dari pemotongan pemungut tentang pemotongan atau 
pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa 
Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan.”(Diana,2009:121).  
 
Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai 
sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan perhitungan jumlah 
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang 
sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: 
1. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dan 
2. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri 
oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan  perpajakan. 
 
2.2.3 Dasar Hukum electronic (e-SPT) 
Perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak yang menggunakan sistem ini 
dipandang sangat penting mengingat semakin berkembangnya ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan jaminan 
kepada Wajib Pajak atas keamanan, kerahasiaan dan keasliannya. Tanda 
tangan digital yang dibubuhkan dalam SPT electronic merupakan proses 
 
 
penyisipan status subjek hukum pada informasi, bahwa pengirim informasi 
adalah subjek hukum yang benar.  
Tata cara penyampaian SPT yang diatur dalam peraturan Direktur 
Jenderal Pajak (Dirjen) Nomor 47/PJ/2008 adalah sebagai berikut: 
“a. bahwa sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan dalam 
rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dipandang perlu 
untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam penyampaian 
Surat Pemberitahuan dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan 
Surat Pemberitahuan Tahunan; 
b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi 
Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, 
Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan”. 
 
2.2.4 Prosedur Penyelesaian SPT 
Menurut Mardiasmo (2011:33) adapun Prosedur Penyelesaian SPT ialah 
sebagai berikut : 
“a.  wajib Pajak sebagaimana mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di 
tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil 
dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib Pajak juga dapat 
mengambil surat Pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan 
mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh 
formulir Surat pemeberitahua tersebut. 
b. setiap Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, 
lengkap,dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan 
huruf Latin,angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan 
menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat 
Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau 
tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 
c. wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk 
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing 
dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan surat 
Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan 
satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan. 
d. bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain: 
1. untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan 
Keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta 
keterangan–keterangan lain yang diperlukan untuk 
menghitung besarnya penghasilan kena pajak. 
 
 
2. untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah 
Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak 
Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau 
kelebihan pajak. 
3. untuk Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan: 
perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak 
yang bersangkutan”. 
 
 
2.2.5 Pembetulan SPT 
Apabila dalam pengisian SPT ternyata terdapat kesalahan, maka wajib 
pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan sendiri dengan menyampaikan 
pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun setelah saat terutang atau 
berakhirnya masa pajak dengan syarat : 
1. wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat 
Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaiakn 
pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum 
melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam hal pembetulan Surat 
pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat 
pemberitahuan harus disampaikan paling lama dua tahun sebelum 
daluwarsa penetapan. 
2.  dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri surat Pemberitahuan 
Tahunan maupun surat pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang 
pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang 
dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal 
pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. 
3. walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan 
tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan 
Wajib Pajak, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut 
 
 
tidak akan dilakukan penyidikan apabila Wajib Pajak dengan kemauan 
sendiri mengingkapkan ketidakbenaran perbuatannya terebut dengan 
disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang 
sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 
150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah yang kurang dibayar.  
4. walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksan, dengan 
syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, 
Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam 
laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan 
yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat 
mengakibatkan : 
a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau 
lebih kecil; 
b. rugi berdasarkan ketentuanperpajakan menjadi lebih kecil atau lebih 
besar; 
c. jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau 
d. jumlah modal menjadi lebih besar atau  lebih kecil. 
 
2.2.6 Batas Waktu Pelaporan dan Sanksi Administrasi 
Penyampaian SPT memiliki batas waktu pelaporan tertentu yang telah 
ditentukan dalam Undang-Undang perpajakan. Seperti yang tercantum dalam 
Undang-Undang No. 28 Tahun 2007  Pasal 3 (3) dijelaskan bahwa : 
“batas waktu penyampaian Surat pemberitahuan adalah : 
1) untuk Surat Pemberitahuan masa, paling lama 20 (dua puluh) hari 
setelah akhir Masa pajak; 
2) untuk surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak 
orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; 
atau 
 
 
3) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 
badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun Pajak”. 
Wajib Pajak harus menaati ketentuan-ketentuan mengenai tata cara 
pengisian maupun jangka waktu penyampaian SPT Pajak sesuai dengan 
Undang-Undang perpajakan. Menurut Saidi (2007) Surat Pemberitahuan 
dianggap tidak disampaikan oleh Wajib pajak apabila: 
1) tidak ditandatangani oleh Wajib pajak atau kuasa hukumnya; 
2) tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen; 
3) menyatakan lebih bayar disampaikan setelah dua tahun sesudah 
berakhirnya masa pajak. 
Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan oleh Wajib Pajak sesuai 
dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam Undang-undang perpajakan, 
maka kepada Wajib Pajak bersangkutan akan : 
a) diterbitkan Surat Teguran 
b) dikenakan sanksi administrasi berupa denda uang 
Masalah Penyampaian SPT tersebut juga diatur dalam Undang-Undang 
No. 28 tahun 2007 yang tercantum dalam Pasal 3 (5a), dijelaskan bahwa Apabila 
Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat 
pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diterbitkan 
surat teguran. Selanjutnya dalam pasal 7 (1) dijelaskan bahwa apabila Surat 
Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat 
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi 
administrasi berupa denda. 
 
 
Dari Pasal 3 ayat (4) dapat dijelaskan bahwa ketentuan sanksi untuk 
keterlambatan penyampaian SPT pajak adalah berbeda untuk setiap jenis pajak. 
Adapun sanksi yang dikenakan tersebut yaitu : 
1. keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN sebesar Rp.500.000,- 
2. keterlambatan penyampaian SPT Masa lainnya sebesar Rp.100.000,- 
3. keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan sebesar 
Rp.1.000.000,- 
4. keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 
sebesar Rp.100.000,- 
 
2.3 Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Electronic 
2.3.1 Pengertian Surat Pemberitahuan elektronik (e-SPT) 
Salah satu upaya e-system dalam hal modernisasi perpajakan yang 
dilakukan oleh Ditjen Pajak adalah penerapan e-filing (electronic filing). Sesuai 
dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 tentang 
Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik pada Pasal  2 dijelaskan 
bahwa “Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT dan Pemberitahuan 
Perpanjangan SPT secara elektronik melalui satu atau beberapa perusahaan 
Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh DJP”. Adanya sistem e-SPT, 
para wajib pajak akan lebih mudah menunaikan kewajibannya tanpa harus 
mengantri di Kantor-kantor pelayanan pajak sehingga dirasa lebih efektif dan 
efisien. 
Electronic SPT (e-SPT) adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke 
KPP secara electronic atau dengan menggunakan media computer. Menurut 
DJP e-SPT adalah  Surat pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam 
bentuk digital dan dilaporkan secara electronic atau dengan menggunakan media 
 
 
computer yang digunakan untuk membantu Wajib Pajak dalam melaporkan 
perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
2.3.2 Tata Cara Pelaporan e-SPT 
Tata cara pelaporan e-SPT adalah sebagai berikut : 
1. wajib pajak melakukan instalasi e-SPT pada sistem komputer yang 
digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya. 
2. wajib pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data 
perpajakan yang akan dilaporkan, antara lain: 
a) data identitas wajib pajak pemotong/pemungut dan identtas wajib 
pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, nama, alamat, kode 
pos, nama KPP, Pejabat penandatangan, kota, format nomor bukti 
potong/pungut, nomor awal bukti potong/pungut. 
b) bukti pemotongan 
c) faktur Pajak 
d) data perpajakan yang terkandung dalam SPT 
3. wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan 
sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki wajib 
pajak ke dalam aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang 
sesuai dengan aplikasi e-SPT. 
4. wajib pajak mencetak bukti potong/pungut dengan menggunakan aplikasi 
e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/dipungut. 
5. wajib Pajak menandatangani SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT 
Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT. 
 
 
6. wajib Pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi e-
SPT dan disimpan dalam media elektronik (CD,flash disk). 
7. wajib Pajak menyampaikan e-SPT ke KPP tempat wajib terdaftar dengan 
cara:  
a) secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa kurir 
ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat, dengan membawa 
atau mengirimkan formulir induk SPT Masa PPh dan/atau SPT 
Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang 
telah ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam 
bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan; atau 
b) melalui e-filing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
8.  a. atas penyampaian e-SPT secara langsung diberikan tanda terima     
penerimaan surat dari TPT sedangkan penyampaian e-SPT melalui pos 
atau jasa ekspedisi/kurir bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda 
terima SPT. 
b. atas penyampaian melalui e-filing diberikan bukti penerimaan             
electronic. 
 
2.3.3 Tujuan dan Kelebihan e-SPT 
2.3.3.1  Tujuan e-SPT 
1. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada kantor 
pelayanan Pajak (KPP) dapat diukur dan dipantau, mengingat 
pada sistem tradisional sangat sulit dilakukan 
2. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan yang meliputi 
penerapan e-SPT terhadap efisiensi pengisian SPT menurut wajib 
pajak dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan bersama. 
 
 
3. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan 
Indonesia. 
 
2.3.3.2 Kelebihan e-SPT 
1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, 
karena lampiran dalam bentuk media CD/flash disk 
2. Data perpajakan terorganisasi dengan baik 
3. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan 
perusahaan dengan baik dan sistematis. 
4. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena 
menggunakan sistem komputer. 
5. Kemudahan dalam penghitungan dan pembuatan Laporan Pajak 
6. Menghindari pemborosan penggunaan kertas serta berkurangnya 
pekerjaan perekaman SPT yang memakan sumber daya yang 
cukup banyak. 
 
2.3.4 Tata Cara Penggunaan e-SPT 
Menurut Keputusan Dirjen Pajak nomor PER-6/PJ/2009 Tentang tata cara 
penggunaan aplikasi e-SPT oleh setiap wajib Pajak sebagai berikut: 
 
“1.  wajib pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer. 
Aplikasi dapat diperoleh dari Account Representative (AR) masing-
masing atau dari installer e-SPT. 
2. wajib pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data 
antara lain identitas WP, bukti potong, faktur pajak, dan data 
perpajakan lain. 
3. wajib pajak yang telah memiliki sistem administrasi 
keuangan/perpajakan masing-masing dapat melakukan proses impor 
data dari sistem yang dimiliki ke dalam aplikasi e-SPT dengan 
berpedoman kepada format data sesuai dengan aplikasi e-SPT. 
 
 
4. wajib pajak mencetak bukti pemotongan/pemungutan dengan 
menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak 
yang dipotong atau dipungut. 
5. wajib pajak mencetak formulir induk SPT menggunakan aplikasi         
e-SPT 
6. wajib pajak menandatangani formulir hasil cetakan aplikasi e-SPT 
7. wajib pajak membentuk data e-SPT dengan menggunakan aplikasi   
e-SPT dan disimpan dalam media komputer (CD/flash disk). 
8. wajib pajak melaporkan SPT dengan menggunakan media elektronik 
ke KPP dengan membawa Formulir induk SPT hasil cetakan e-SPT 
yang telah ditandatangani beserta file data SPT yang tersimpan 
dalam media computer”.  
 
 
 
Gambar 2.1 Diagram Alur Aplikasi e-SPT 
 
2.3.5 Fasilitas e-SPT Masa PPN 
Fasilitas yang tersedia dalam aplikasi e-SPT Masa PPN sebagai berikut: 
1. perekaman data SPT beserta lampirannya 
Sistem e-SPT menyediakan fasilitas perekaman data SPT dan 
lampirannya dan melakukan perhitungan-perhitungan secara otomatis 
pada saat perekaman serta sinkronisasi data lampiran dan SPT induk. 
2. perekaman data SPT pembetulan beserta lampirannya 
 
 
Sistem e-SPT menyediakan fasilitas untuk melakukan perekaman 
SPT pembetulan. 
3. user Profiles 
Sistem e-SPT memiliki kemampuan untuk mengatur profil masing-
masing pengguna sesuai tanggung jawabnya. 
4. memelihara data Wajib pajak Lawan transaksi 
Sistem e-SPT memiliki fasilitas untuk merekam dan memelihara data 
wajib pajak lawan transaksinya. 
5. impor data lampiran 
Sistem e-SPT memiliki kemampuan untuk mengimpor data faktur 
pajak dengan format tertentu, yang dihasilkan oleh sistem yang 
digunakan Wajib Pajak atau data faktur pajak hasil ekspor dari 
terminal sistem e-SPT lainnya. 
6. generate data digital SPT 
Untuk menghasilkan data digital SPT yang akan diberikan ke KPP 
dalam bentuk CD atau flashdisk atau dikirimkan secara online. 
 
2.4 Tata Cara Penyampaian e-SPT 
2.4.1 Tata Cara Penyampaian e-SPT  
Penyampaian e-SPT oleh wajib pajak ke KPP tempat wajib pajak terdaftar 
dapat dilakukan: 
1. secara langsung/melalui pos/perusahaan jasa ekpedisi/kurir   
dengan bukti pengiriman surat dengan membawa/mengirimkan 
formulir Induk SPT dalam bentuk hasil cetakan e-SPT yang telah 
ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk 
elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan. 
 
 
2. melalui e-filing sesuai dengan ketentuan yan berlaku. 
 
2.4.2 Prosedur Penyampaian e-SPT 
  Prosedur penyampaian berdasarkan PER-6/PJ/2009 mengenai tata cara 
penyampaian Surat Pemberitahuan dalam bentuk Electronic adalah sebagai 
berikut: 
1. “wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem 
computer yang digunakan untuk keperluan administrasi 
perpajakannya. 
2. wajib Pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-
data perpajakan yang akan dilaporkan yaitu antara lain: 
a. data identitas wajib pajak pemotong/pemungut dan identitas 
wajib pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, nama, 
alamat, kode pos, nama KPP, pejabat penandatangan, kota, 
format. 
b. bukti pemotongan/pemungut pajak 
c. faktur pajak 
d. data perpajakan yang terkandung dalam SPT 
3. wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi 
keuangan/perpajakan sendiri, dapat melakukan proses impor data 
dari sistem yang dimiliki wajib pajak ke dalam aplikasi e-SPT 
dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi 
e-SPT. 
4. wajib Pajak mencetak bukti pemotongan/pemungutan dengan 
menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikan kepada pihak 
yang dipotong/dipungut. 
5. wajib Pajak mencetak formulir induk SPT Masa PPh dan atau SPT 
Masa PPN dan atau SPT Tahunan PPh menggunakan aplikasi    
e-SPT. 
6. wajib Pajak Menandatangani formulir induk SPT Masa PPh dan 
atau SPT Masa PPN dan atau SPT Tahunan PPh serta hasil 
cetakan aplikasi e-SPT. 
7. wajib pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan 
aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media elektronik. 
8. wajib Pajak menyampaikan e-SPT ke KPP tempat wajib pajak 
terdaftar dengan cara: 
a. secara langsung/melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir 
dengan bukti pengiriman surat dengan 
membawa/mengirimkan formulir Induk SPT dalam bentuk 
hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dan file data 
SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen 
lain yang wajib dilampirkan 
b. melaui e-filing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
9. atas penyampaian e-SPT secara langsung diberikan tanda 
penerimaan SPT, sedangkan penyampaian e-SPT melalui pos 
 
 
atau jasa ekspedisi/kurir, bukti pengiriman surat dianggap sebagai 
tanda terima SPT. Atas penyampaian melalui e-filing diberikan 
bukti penerimaan electronic”. 
 
 
2.4.3 Pembetulan e-SPT 
Menurut Modul sosialisasi e-SPT oleh DJP, cara pembetulan e-SPT 
adalah: 
1. pembetulan atas SPT yang telah disampaikan dalam bentuk e-SPT, 
wajib disampaikan dalam bentuk e-SPT. 
2. pembetulan atas SPT yang disampaikan dalam bentuk kertas 
(hardcopy), dapat disampaikan dalam bentuk e-SPT atau dalam 
bentuk kertas (hardcopy). 
 
2.5 Kepatuhan Wajib Pajak 
2.5.1  Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 
Menurut Supramono (2005 : 10) kepatuhan dalam hal perpajakan berarti 
keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya, 
secara disiplin, sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan 
yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai kesadaran untuk 
memenuhi kewajibannya untuk mengisi formulir pajak dan menghitung sendiri 
jumlah pajak yang terutang dengan benar. Kepatuhan biasanya berkisar pada 
istilah tingkatan di mana wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi 
perpajakan, tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum.  
Ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan 
material. Kepatuhan formal adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi 
kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-
undang perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT. 
 
 
Kepatuhan material ialah suatu keadaan di mana wajib pajak secara 
substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan 
jiwa undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan 
material dalam mengisi SPT PPh Tahunan adalah wajib pajak yang mengisi 
dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam 
Undang-undang Pajak Penghasilan.  
 
2.5.2  Ukuran Kepatuhan Wajib Pajak  
 Wajib Pajak dapat dikatakan patuh apabila: 
1. selalu tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan 
(SPT) Tahunan dalam dua tahun terakhir. 
2. dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa (bulanan) yang 
terlambat tidak lebih dari tiga masa untuk setiap jenis pajak dan 
tidak berturut-turut. Jika terlambat, tidak terlewat dari batas waktu 
penyampaian SPT  masa pajak berikutnya. 
3. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak: 
a. kecuali telah memperoleh izin mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak 
b. tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP 
yang diterbitkan untuk dua masa terakhir. 
4. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana 
perpajakan dalam waktu sepuluh tahun terakhir. 
5. jika laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, opininya harus 
wajar tanpa pengecualian, atau wajar dengan pengecualian 
sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi rugi fiskal. 
 
 
Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak paling utama diketahui dari apakah 
wajib pajak telah menyampaikan SPTnya atau belum, baik itu SPT Tahunan 
maupun SPT Masa. Hal ini menjadi ukuran paling penting karena dengan telah 
disampaikannya SPT oleh wajib pajak berarti wajib pajak telah melaksanakan 
pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang. 
 
 
2.6 Penelitian Terdahulu 
Novarina (2005) melakukan penelitian mengenai penerapan electronic 
system dalam praktik penyampaian surat pemberitahuan. Penelitian ini 
merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengutamakan 
penelitian lapangan dan wawancara terhadap wajib pajak yang telah 
menggunakan sistem ini. Hasil penelitiannya yaitu sistem e-filing terbukti cepat, 
akurat, efisien dan efektif karena wajib pajak dapat langsung menyampaikan SPT 
secara on-line tanpa harus ke KPP dan akan menerima konfirmasi laporan yang 
telah disampaikan, langsung pada saat laporan tersebut diterima (real time). 
Titis (2007) melakukan penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang 
mem pengaruhi minat perilaku wajib pajak untuk menggunakan e-filing yang hasil 
penelitiannya yaitu ekspektasi kinerja berpengaruh terhadap minat perilaku 
penggunaan e-filing. Kemudahan dalam melaporkan SPT tidak berpengaruh 
terhadap minat perilaku penggunaan e-filing. 
Parwito (2009) melakukan penelitian mengenai Analisis atas pengaruh 
pemanfaatan sistem e-filing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
pengaruh sistem e-filing terhadap biaya yang dikeluarkan wajib pajak atas 
pemenuhan kewajiban perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif dengan hubungan asosiatif antara dua variabel. Hasil penelitian ini 
 
 
menunjukkan bahwa dengan adanya sistem e-filing tidak memiliki hubungan 
positif dengan efisiensi Wajib Pajak.Hal ini disebabkan oleh tidak hilangnya biaya 
yang harus dikeluarkan Waji Pajak sejak penerapan sistem ini.  
Rahayu (2009) melakukan penelitian mengenai pengaruh modernisasi 
sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang hasil 
penelitiannya yaitu sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki 
pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini dikarenakan bentuk KPP Pratama 
baru dikembangkan pada tahun 2002, yang berarti masih baru dikalangan 
masyarakat itu sendiri. Meskipun fasilitas pelayanan di KPP Pratama tersebut 
telah dimodernisasi dalam rangka pemberian pelayanan yang prima kepada 
wajib pajak, tetapi masyarakat masih sedikit menggunakan fasilitas teknologi 
electronic. 
Salsalina (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan e-
SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi Wajib Pajak yang 
hasil penelitiannya yaitu pengisian SPT menurut persepsi wajib Pajak sudah 
efisien dan telah memenuhi 3 aspek yaitu, kecepatan, keakuratan, dan efisiensi 
ruang penyimpanan/pengarsipan. Untuk penerapan e-SPT menurut persepsi 
Wajib Pajak sudah baik artinya telah memenuhi 4 aspek yaitu, Persepsi WP 
mengenai urgensi, Tujuan penerapan e-SPT, sosialisasi kepada Wajib Pajak dan 
persepsi mengenai kendala dalam penerapan e-SPT. 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Lokasi Penelitian 
Dalam melakukan penelitian guna memperoleh data yang diperlukan 
untuk mendukung penulisan skripsi ini, peneliti akan memilih objek penelitian 
adalah Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara yang berada di  Kota Makassar. 
3.2 Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak terdaftar KPP Makassar 
Utara. Sampel penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang menggunakan       
e-SPT dan SPT manaual Masa PPN di KPP Makassar Utara. 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah . 
a. Data kualitatif, yaitu terdiri dari kumpulan non angka yang sifatnya 
deskriptif, berupa pandangan wajib pajak terhadap penggunaan      
e-SPT. 
b. Data kuantitatif, yaitu terdiri dari data angka-angka seperti laporan 
jumlah wajib pajak tahun 2008 (sebelum penerapan e-SPT dan tahun 
2009, 2010, dan 2011 (setelah penerapan e-SPT). 
 
 
 
 
 
 
Sumber data yang digunakan adalah sumber  data sekunder. 
a. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data yang 
sudah ada, baik secara lisan maupun tertulis serta informasi lainnya 
menyangkut objek penelitian. 
 
3.4 Instrumen dan Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang dugunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek 
penelitian, guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan. 
b. studi Kepustakaan 
Data dan informasi yang dibutuhkan dan diperoleh dari berbagai referensi 
literatur, jurnal-jurnal media cetak, dokumen arsip dan bacaan lainnya 
yang berkaitan dengan masalah tersebut yang dapat digunakan sebagai 
landasan teori dan alat untuk melakukan analisis. 
c. mengakses Website dan Situs-Situs terkait 
Website atau situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan 
dengan masalah tersebut. 
d. wawancara 
Melakukan wawancara kepada wajib pajak dan pihak instansi yang terkait 
dengan penelitian. 
3.5 Metode Analisis Data 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan analisis deskriptif. Deskriptif yaitu menjelaskan secara detail 
tentang analisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak terkait penerapan e-SPT. 
Komparatif yaitu membandingkan data laporan jumlah Wajib Pajak sebelum dan 
 
 
sesudah penerapan serta informasi yang diperoleh di lokasi penelitian. Peneliti 
juga ingin melihat apakah tingkat kepatuhan sudah sesuai dengan aturan yang 
berlaku. 
Data yang diperoleh akan dianalisis sesuai dengan tujuan peneliti yaitu: 
a. menganalisis manfaat penerapan e-SPT terhadap Wajib Pajak 
b. laporan jumlah Wajib Pajak sebelum dan sesudah penerapan e-SPT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis pada bab 4 dapat diambil beberapa 
kesimpulan berikut. 
1. Penerapan sistem electronic meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar 
yang menyampaikan SPT. Hal ini terbukti dari peningkatan jumlah Wajib 
Pajak yang menyampaikan SPT yang terjadi sejak tahun 2009 yaitu tahun 
diterapkannya e-SPT. Pada Tahun 2008 Wajib Pajak yang 
menyampaikan SPT mencapai 23.707, jika dibandingkan dengan jumlah 
Wajib Pajak terdaftar yang menyampaikan SPT pada tahun 2009, setelah 
diterapkannya e-SPT, jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT 
meningkat sebesar 6%. Peningkatan ini terus terjadi hingga 2011 Wajib 
Pajak yang menyampaikan SPT adalah  25.912 Wajib Pajak. Jumlah 
tersebut menunjukkan peningkatan 9.3% dibandingkan dengan sebelum 
penerapan e-SPT. 
2. Penerapan e-SPT tidak terlalu berdampak pada tingkat kepatuhan Wajib 
Pajak dalam penyampaian SPT. Persentase yang dinilai tidak patuh 
berfluktuasi setiap bulan. Pada tahun  2010  tingkat ketidakpatuhan 
tertinggi adalah 63,6 % pada bulan Juni dan persentase tingkat 
ketidakpatuhan terendah 4,7% pada bulan April. Di tahun 2011 
persentase ketidakpatuhan tertinggi ialah 18% pada bulan Januari 
sedangkan persentase ketidakpatuhan terendah 0,5% pada bulan 
Oktober. Pada tahun 2012 persentase ketidakpatuhan tertinggi ialah 
 
 
15,3% pada bulan Februari dan untuk persentase ketidakpatuhan 
terendah sebesar 3,24% pada bulan Mei. 
 
5.2 Saran 
Berikut disajikan beberapa saran berdasarkan hasil penelitian yang 
diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak KPP Pratama 
Makassar Utara. Adapun saran-saran adalah sebagai berikut. 
1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Atas penyampaian SPT  baik manual 
maupun electronic di KPP Makassar Utara belum 70% dari  wajib 
Pajak terdaftar yang menyampaikannya, agar Wajib Pajak lebih tertib, 
pihak KPP Pratama Makassar Utara harus lebih tegas mengenakan 
sanksi, atau menambah biaya sanksi yang lebih besar, agar WP 
Badan dapat Patuh. 
2.  Sebaiknya pihak KPP Pratama Makassar Utara lebih 
mensosialisasikan secara bertahap mengenai pemanfaatan sistem 
electronic (e-SPT) kepada  Wajib Pajak agar Wajib Pajak lebih 
memahami sistem tersebut. Dengan demikian diharapkan dalam 
jangka waktu yang tidak terlalu lama sistem electronic (e-SPT)  ini 
telah dimanfaatkan oleh seluruh Wajib Pajak yang akan melakukan 
pelaporan SPT, bukan hanya untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) saja tetapi untuk seluruh jenis pajak Negara. 
3. Untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian 
mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak tidak hanya dalam 
penyampaian SPT masa PPN saja, tetapi untuk SPT lainnya. Selain 
itu peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan 
 
 
tidak membatasi sampel wajib pajak pada Wajib Pajak badan saja, 
namun juga untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. 
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